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Article Info Abstract

Article history: . . . . . . . .
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that legal instruments for spatial control are normatively available, but their
implementation is ineffective. This ineffectiveness is influenced by regulatory
disharmony, weak institutional oversight and coordination, and high investment
and urbanization pressures. Zoning instruments, permits through the KKPR
(Plantation and Spatial Planning Agency), sanctions, and incentives have not
been optimally implemented due to a lack of strong integration with spatial data
and agricultural land protection policies. Therefore, regulatory strengthening,
digital-based licensing reform, consistent law enforcement, community
participation, and economic incentives for farmers are needed to maintain the
sustainability of LP2B in peri-urban areas.
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Abstrak

Artikel ini mengkaji inefektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Penelitian ini
menggunakan metode campuran (mixed methode) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus,
dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum pengendalian
ruang telah tersedia, namun implementasinya belum efektif. Inefektivitas tersebut dipengaruhi oleh
disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi kelembagaan, serta tekanan investasi dan
urbanisasi yang tinggi. Instrumen zonasi, perizinan melalui KKPR, sanksi, dan insentif belum berjalan
optimal karena belum terintegrasi secara kuat dengan data spasial dan kebijakan perlindungan lahan
pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, reformasi perizinan berbasis digital, penegakan
hukum yang konsisten, serta partisipasi masyarakat dan dukungan insentif ekonomi bagi petani guna
menjaga keberlanjutan LP2B di kawasan peri-urban.

Kata Kunci: Pengendalian Pemanfaatan Ruang; LP2B; Alih Fungsi Lahan
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PENDAHULUAN

Lahan pertanian memiliki peran strategis dalam menjamin ketahanan pangan nasional serta
menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks pembangunan
nasional, negara telah menetapkan kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian melalui konsep
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan
untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan serta mencegah terjadinya
konversi lahan pertanian yang tidak terkendali. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap
LP2B seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah yang mengalami tekanan
pembangunan tinggi seperti kawasan peri-urban. Kawasan peri-urban merupakan wilayah peralihan
antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang mengalami dinamika perubahan ruang yang cukup
cepat akibat ekspansi pembangunan kota.

Salah satu wilayah yang menghadapi tekanan konversi lahan pertanian adalah Kabupaten
Kendal. Posisi wilayah yang berdekatan dengan Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi menjadikan kawasan peri-urban di Kabupaten Kendal mengalami perkembangan kawasan
industri, permukiman, serta infrastruktur yang pesat. Kondisi tersebut memicu meningkatnya alih
fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Perubahan pemanfaatan ruang tersebut pada
satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun pada sisi lain menimbulkan ancaman
terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan. Apabila tidak dikendalikan secara efektif, konversi
lahan ini berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif yang seharusnya dilindungi sebagai
bagian dari LP2B.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, antara lain melalui penetapan rencana tata ruang,
perizinan pemanfaatan ruang, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Instrumen tersebut antara
lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta berbagai
peraturan pelaksanaannya. Meskipun secara normatif perangkat hukum telah tersedia, dalam
praktik implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti lemahnya pengawasan,
inkonsistensi kebijakan pembangunan daerah, serta kurang optimalnya penerapan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian bukan
hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pembangunan wilayah, tetapi juga oleh dinamika tata
ruang yang berkembang di daerah sekitar pusat pertumbuhan perkotaan (Mardiyatmi, 2018).

Permasalahan utama yang muncul masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara masif
di kawasan peri-urban meskipun telah terdapat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang
mengaturnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen pengendalian
tersebut dalam menjaga keberlanjutan LP2B, khususnya di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal.
Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang mampu menekan laju konversi lahan pertanian serta mengidentifikasi berbagai faktor yang
menyebabkan ketidakefektifan instrumen tersebut (Suhirmawan et al., 2026).

Pembahasan yang dicantumkan di atas bisa dikatakan mengenai rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)? Bagaimana implementasi instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi lahan pertanian di kawasan peri-urban
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Kabupaten Kendal? serta Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang belum efektif dalam menekan alih fungsi lahan pertanian di kawasan tersebut?.
Untuk tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum terkait instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang dalam perlindungan LP2B, mengkaji implementasi instrumen tersebut dalam
praktik di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan ketidakefektifan pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi lahan
pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan metode campuran (mixed method) yang menyilangkan
analisis yuridis normatif dan empiris spasial (Mohamed, 2016). Pendekatan ini digunakan untuk
melihat sejauh mana ketentuan hukum mengenai perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian pemanfaatan ruang diimplementasikan dalam praktik di
kawasan peri-urban Kabupaten Kendal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis
berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian dan pengendalian
pemanfaatan ruang, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fenomena alih fungsi lahan pertanian yang
terjadi di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan
untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang,
perlindungan lahan pertanian, dan pembangunan wilayah peri-urban.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi pemanfaatan ruang di kawasan peri-urban
Kabupaten Kendal serta melalui informasi yang diperoleh dari instansi terkait yang memiliki
kewenangan dalam bidang penataan ruang dan pertanian. Adapun data sekunder diperoleh melalui
studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum
tersier yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan
mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian dihubungkan
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi lahan
pertanian di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal serta mengidentifikasi berbagai faktor yang
mempengaruhi implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Melindungi LP2B

Evaluasi mengenai efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam
melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan peri-urban Kabupaten
Kendal memerlukan pisau analisis yang tajam untuk membedakan antara tataran normatif (das
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sollen) dan realitas empiris di lapangan (das sein). Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
subsistem yang sangat krusial dalam manajemen penataan ruang, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di Kabupaten Kendal, kawasan peri-urban seperti Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu
Selatan, Boja, dan Cepiring mengalami tekanan spasial yang luar biasa akibat spillover perkotaan
Semarang dan masifnya pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) (Dzakiya et al., 2019).
Oleh karena itu, efektivitas instrumen konvensional seperti zonasi, perizinan, serta pengawasan
patut dipertanyakan efisiensinya dalam mengerem laju konversi lahan subur.

1. Analisis Komparatif Das Sollen dan Das Sein Perlindungan LP2B

Secara normatif (das sollen), Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) telah menetapkan deliniasi yang tegas mengenai kawasan peruntukan
pertanian, khususnya lahan sawah dilindungi yang diproyeksikan sebagai embrio LP2B.
Kebijakan ini selaras dengan UU No. 41/2009 yang melarang keras alih fungsi LP2B kecuali
untuk kepentingan umum atau proyek strategis nasional, itu pun dengan syarat substitusi lahan
baru yang sangat ketat (1:1 hingga 1:3 tergantung jenis irigasi) (Saputra, 2024). Aturan hukum
ini dirancang dengan tingkat rigiditas tinggi guna menjamin kedaulatan pangan regional jangka
panjang.

Namun, dalam tataran empiris (das sein), instrumen hukum tersebut mengalami disfungsi
yang signifikan di kawasan peri-urban Kendal. Laju alih fungsi lahan pertanian pangan terus
meningkat setiap tahunnya, didorong oleh disparitas nilai ekonomi lahan (land rent) yang
timpang antara sektor pertanian dan sektor industri atau perumahan. Di kawasan peri-urban
Kaliwungu, lahan sawah yang secara yuridis formal dilindungi, secara de facto berubah menjadi
hamparan kawasan logistik, pergudangan, dan permukiman kelas menengah bawah (Khamim et
al., 2019). Perubahan ini kerap difasilitasi oleh pembiaran sanksi atau pemutihan status hukum
tata ruang pada saat revisi berkala RTRW dilakukan, sehingga menciptakan fenomena "hukum
yang mengikuti realitas pasar", alih-alih "hukum yang mengendalikan pasar".

Jika ditinjau dari instrumen Peraturan Zonasi (Zoning Regulation), secara normatif peta
RTRW seharusnya mematok zonasi LP2B secara absolut dan tidak boleh diganggu gugat oleh
kepentingan komersial non-strategis. Realitasnya, zonasi ini bersifat sangat elastis. Batas area
LP2B sering kali bergeser saat revisi penataan ruang berkala demi mengakomodasi kebutuhan
investor dan perluasan permukiman baru.

Hal serupa terjadi pada Mekanisme Perizinan. Secara aturan, Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) wajib ditolak secara otomatis oleh sistem jika koordinat
menunjukkan area LP2B. Namun di lapangan, terdapat celah diskresi administrasi serta
pemanfaatan multitafsir atas frasa "kepentingan umum", ditambah dengan keterlambatan
integrasi peta tata ruang digital daerah yang membuat izin operasional komersial tetap dapat
terbit (Dewi et al., 2026).

Pada aspek Insentif dan Disinsentif, aturan menjanjikan pemberian keringanan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), bantuan benih, serta pembangunan irigasi untuk petani pemilik LP2B agar
enggan menjual lahan mereka. Kenyataannya, bentuk insentif tersebut terlalu minim dan tidak
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sebanding dengan tingginya nilai tawaran harga jual tanah dari pengembang (developer),
sehingga gagal menahan motif ekonomi petani untuk melepas asetnya.

Terakhir, pada aspek Penegakan Sanksi (Enforcement), aturan mengancam pelaku alih
fungsi lahan tanpa izin dengan sanksi pidana kurungan, denda miliaran rupiah, dan
pembongkaran bangunan. Namun secara empiris, penegakan sanksi mandek pada level teguran
administratif formalitas semata. Belum ada rekam jejak eksekusi pidana tata ruang yang
substansial dijalankan oleh penegak hukum di Kabupaten Kendal terhadap korporasi pelanggar
ruang pertanian.

2. Evaluasi Implementasi Peraturan Zonasi dan Ketiadaan RDTR

Peraturan zonasi merupakan garis pertahanan pertama dalam sistem penataan ruang
nasional. Di Kabupaten Kendal, efektivitas zonasi ini sangat melempem akibat belum
rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang komprehensif di seluruh kecamatan peri-
urban (Niravita et al., 2024). Hingga saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang masih bersandar
pada RTRW Kabupaten yang berskala makro (1:50.000). Skala yang terlalu makro ini
menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan, karena batas koordinat absolut dari plot LP2B
milik petak-petak petani tidak terdefinisi secara mikro di tingkat desa. Akibatnya, aparat di
tingkat daerah seringkali kesulitan menentukan secara presisi apakah suatu permohonan
investasi perumahan atau industri berada di dalam atau di luar batas kawasan dilindungi.

Ketiadaan RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem digital Online Single Submission
(OSS) melahirkan wilayah abu-abu (grey area). Dalam perspektif manajemen publik, kelemahan
instrumen zonasi ini dimanfaatkan oleh para pengembang komersial untuk melakukan
pembebasan lahan pertanian produktif terlebih dahulu secara bertahap (land banking)
(Susilowati et al., 2026). Ketika lahan pertanian tersebut telah terfragmentasi dan saluran
irigasinya rusak akibat terputus oleh proyek pengurukan di sekitarnya, produktivitas pertanian
di area tersebut otomatis akan menurun secara drastis. Penurunan produktivitas ini kemudian
dijadikan dalih pembenaran oleh instansi terkait untuk mengubah status zonasi lahan tersebut
dari kawasan pertanian pangan menjadi kawasan permukiman atau industri pada revisi penataan
ruang berikutnya, dengan alasan lahan sudah tidak produktif lagi secara ekonomi.

3. Efektivitas Mekanisme Perizinan Melalui Sistem KKPR

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
kemudian digantikan oleh Perpu No. 2 Tahun 2022 dan disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023,
instrumen izin mendirikan bangunan dan izin lokasi dilebur ke dalam Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR). Transisi ini menggeser paradigma pengendalian ruang dari yang
bersifat mengarahkan (steering) menjadi lebih memfasilitasi kemudahan berusaha (market-
driven). Di Kabupaten Kendal, efektivitas KKPR dalam memfilter alih fungsi LP2B mengalami
kendala sistemik karena ketidaksiapan pangkalan data digital tata ruang yang valid (Sipayung,
2025).

Sistem KKPR yang berbasis elektronik seharusnya melakukan screening otomatis secara
ketat melalui pencocokan koordinat geografis. Namun, karena penetapan peta LP2B oleh Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal belum sepenuhnya terintegrasi secara sempurna dengan
peta tata ruang digital pada Kementerian ATR/BPN, kebocoran perizinan kerap terjadi. Investor
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dapat memperoleh persetujuan KKPR untuk kawasan yang secara riil di lapangan merupakan
lahan sawah beririgasi teknis yang masuk dalam cikal bakal LP2B. Kontradiksi administratif ini
memicu konflik agraria dan mempercepat degradasi lingkungan di kawasan peri-urban,
mengingat proses perizinan yang serba digital cenderung mengabaikan verifikasi faktual di
lapangan, sehingga meminggirkan asas kecermatan dalam hukum administrasi negara.

4. Penerapan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Analisis efektivitas pengendalian ruang di Kabupaten Kendal secara ilmiah dapat dibedah
menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada tiga
elemen dasar, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Pada elemen struktur hukum, kinerja
instansi penegak hukum dan birokrasi seperti DPUTR, Dinas Pertanian, dan Satpol PP dinilai
lemah akibat ego sektoral yang kental serta keterbatasan personel pengawas lapangan.
Koordinasi antar-instansi cenderung bersifat reaktif pasca-pelanggaran terjadi, bukan preventif
sejak dini. Selain itu, penegakan Perda oleh Satpol PP sering kali lumpuh menghadapi tekanan
politik-ekonomi dari investasi berskala besar, sehingga tindakan tegas seperti pembongkaran
bangunan ilegal di atas lahan LP2B kerap dianulir demi menjaga stabilitas iklim investasi daerah.

Pada elemen substansi hukum, ketidakefektifan ini dipicu oleh disharmoni regulasi antara
semangat perlindungan pangan dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 dengan aturan turunan pasca-
UU Cipta Kerja yang memprioritaskan investasi sektor industri dan Proyek Strategis Nasional
(PSN). Makna "kepentingan umum" dalam regulasi tata ruang diperluas secara elastis sehingga
memberikan legitimasi bagi kawasan industri swasta untuk menggusur lahan pertanian pangan
produktif. Di samping itu, tidak adanya formula sanksi administratif yang progresif dalam Perda
Tata Ruang Kabupaten Kendal membuat nilai denda yang dijatuhkan jauh lebih kecil daripada
keuntungan kapital dari hasil konversi lahan, sehingga para pelaku usaha tidak gentar melanggar
aturan.

Sementara itu, elemen budaya hukum di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal
menunjukkan pergeseran nilai yang sangat pragmatis-ekonomis baik dari sisi masyarakat
maupun pelaku usaha. Akibat Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah, para pemilik lahan tidak
lagi memandang kepemilikan sawah sebagai aset ekologis melainkan sebagai komoditas
finansial yang siap dicairkan kapan saja demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini
berkelindan dengan budaya hukum pengembang perumahan yang cenderung mengabaikan etika
penataan ruang demi mengejar margin profit maksimal, dengan memanfaatkan celah kelemahan
pengawasan aparat melalui praktik lobi politik informal untuk mengubah peruntukan ruang
(Prasetyo, 2026).

5. Kegagalan Fungsi Sanksi dan Ketiadaan Insentif Berkeadilan

Pengendalian pemanfaatan ruang tidak akan berjalan tanpa adanya keseimbangan antara
instrumen yang bersifat memaksa (repressive/stick) dan instrumen yang bersifat merangsang
kepatuhan (remunerative/carrot). Berdasarkan temuan penelitian yuridis empiris di Kabupaten
Kendal, kedua aspek ini mengalami kegagalan fungsi yang masif. Instrumen sanksi administratif
yang diatur dalam regulasi daerah praktis hanya menjadi macan kertas di atas dokumen hukum.
Tindakan konkret yang berani seperti pembongkaran paksa bangunan komersial, pemulihan
fungsi lahan sawah ke bentuk semula atas biaya pelanggar, atau pencabutan izin secara permanen
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hampir tidak pernah diimplementasikan secara konsisten di kawasan peri-urban Boja maupun
Kaliwungu. Penegak hukum cenderung menempuh jalur kompromistis berupa pengenaan denda
administratif ringan yang dengan mudah dapat dilunasi oleh korporasi.

Di sisi lain, instrumen insentif yang dijanjikan oleh UU No. 41/2009 bagi petani yang
bersedia mempertahankan lahannya sebagai LP2B berjalan sangat lambat dan tidak berkeadilan.
Petani di Kendal tidak mendapatkan kompensasi riil yang mampu mengimbangi tekanan inflasi
dan biaya produksi pertanian yang terus melambung tinggi. Janji pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sektor perdesaan, pemberian subsidi pupuk dan benih premium tepat waktu,
serta prioritas pembangunan infrastruktur irigasi tidak terealisasi secara sistemik di tingkat basis
(Alta et al., 2023). Ketimpangan ini membuat rasio kemanfaatan hukum menjadi minus bagi
petani; mempertahankan lahan pertanian sebagai LP2B berarti memelihara kemiskinan
struktural keluarga, sedangkan menjual lahan kepada spekulan tanah berarti lompatan
kesejahteraan finansial sesaat. Kegagalan pemberian insentif yang menyejahterakan ini secara
langsung melumpuhkan efektivitas perlindungan tata ruang LP2B di Kabupaten Kendal.

Faktor Penyebab Inefektivitas Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peranan strategis dalam menjaga
keberlangsungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terutama pada kawasan peri-
urban yang mengalami laju perkembangan wilayah secara pesat. Kabupaten Kendal sebagai
wilayah penyangga kawasan perkotaan menghadapi tekanan pembangunan yang semakin
meningkat, baik akibat pertumbuhan sektor industri, pembangunan permukiman, maupun
pengembangan infrastruktur. Situasi tersebut mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian

secara terus-menerus dan sulit dikendalikan, meskipun berbagai peraturan mengenai perlindungan
LP2B telah diberlakukan.

Inefektivitas pengendalian alih fungsi lahan pada hakikatnya tidak disebabkan oleh satu
faktor semata, tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berhubungan. Aspek yuridis,
kelembagaan, dan sosio-ekonomi menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap lemahnya
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Oleh
sebab itu, diperlukan analisis yang bersifat multidimensional guna memahami akar permasalahan
secara menyeluruh, sehingga dapat diidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menyebabkan
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang belum mampu berjalan secara optimal dalam menekan
alih fungsi LP2B.

1. Faktor Yuridis: Disharmoni Regulasi

Faktor yuridis merupakan salah satu penyebab utama belum efektifnya pengendalian alih
fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kendal. Secara normatif, perlindungan terhadap Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-
undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, serta sejumlah peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah. Namun
demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan
yang efektif terhadap lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidaksinkronan
kebijakan, baik antarperaturan maupun dalam tahap implementasinya, sehingga pelaksanaan
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pengendalian alih fungsi lahan belum berjalan secara optimal.

Disharmoni regulasi dapat dilihat dari adanya perbedaan orientasi antara kebijakan
perlindungan lahan pertanian dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Di satu sisi,
pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melindungi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun di sisi lain pemerintah juga dituntut untuk mendorong
peningkatan investasi serta pengembangan kawasan industri guna mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah. Akibatnya, kebijakan penataan ruang dalam praktiknya sering kali lebih
memberikan peluang terhadap perubahan fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan
ekonomi. Keadaan tersebut menyebabkan regulasi perlindungan LP2B belum memiliki kekuatan
yang memadai dalam mengendalikan konversi lahan pertanian, khususnya di wilayah peri-urban
yang mengalami tekanan pembangunan cukup tinggi.

Disharmoni regulasi dan lemahnya integrasi sistem pertanahan menjadi faktor yang
menyebabkan implementasi kebijakan agraria belum berjalan secara optimal (Aditya et al.,
2025). Ketidaksinkronan antara berbagai peraturan di bidang agraria, penataan ruang, dan
perlindungan lahan pertanian sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta
perbedaan arah kebijakan dalam pelaksanaannya. Selain itu, sistem pertanahan yang belum
terintegrasi secara menyeluruh, baik dalam aspek data, administrasi, maupun koordinasi
antarinstansi, turut menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan agraria di daerah Kabupaten
Kendal.

Pentingnya harmonisasi kebijakan agraria menjadi salah satu aspek utama dalam
mewujudkan perlindungan tanah serta keberlanjutan lingkungan secara optimal (Prasetyo et al.,
2025). Harmonisasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan keselarasan antara peraturan di
bidang agraria, penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi sehingga
tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik kewenangan dalam implementasinya. Dengan
adanya sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan
lahan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan
pembangunan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan agraria menjadi
langkah penting guna mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang berkelanjutan dan
berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan sumber daya alam.

2. Faktor Kelembagaan: Lemahnya Pengawasan dan Koordinasi

Faktor berikutnya yang turut menyebabkan inefektivitas pengendalian pemanfaatan ruang
adalah lemahnya pengawasan serta koordinasi antar lembaga terkait. Pengawasan terhadap
perubahan penggunaan lahan di kawasan peri-urban masih cenderung bersifat administratif dan
belum didukung oleh sistem pengendalian yang terintegrasi antara instansi pertanahan, penataan
ruang, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pemantauan terhadap
perubahan fungsi lahan belum berjalan secara optimal, sehingga masih banyak alih fungsi lahan
yang terjadi tanpa pengawasan dan pengendalian yang memadai. Lemahnya koordinasi antar
lembaga juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengendalian ruang sering mengalami
tumpang tindih kewenangan serta keterlambatan dalam penegakan aturan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang.

Lemahnya pengawasan pemerintah serta belum terintegrasinya sistem informasi
pertanahan menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan agraria di Indonesia.

2694



Vol : 3 No: 2, April - Mei 2026
E-ISSN : 3046-4560

*
CN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantars l’ , X
https://jicnusantara.com/index.php/jicn ((Vg

Pengawasan yang belum berjalan secara efektif menyebabkan berbagai pelanggaran
pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan sulit dikendalikan secara maksimal (Aditya et al.,
2025). Di sisi lain, sistem informasi pertanahan yang belum terintegrasi antarinstansi
mengakibatkan perbedaan data, tumpang tindih administrasi, serta lemahnya koordinasi dalam
pengelolaan pertanahan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan
kebijakan agraria, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan
ruang, dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Modernisasi sistem pertanahan berbasis teknologi dan pengawasan digital menjadi langkah
penting dalam meningkatkan transparansi serta efektivitas pengendalian pemanfaatan tanah
(Maulana et al., 2024). Pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi data pertanahan,
integrasi sistem informasi antar instansi, serta pengawasan berbasis elektronik dapat
mempermudah proses pemantauan perubahan penggunaan lahan secara lebih cepat dan akurat.
Selain itu, sistem pengawasan digital juga mampu meminimalkan terjadinya penyimpangan
administrasi, tumpang tindih data, dan pelanggaran pemanfaatan ruang. Dengan demikian,
lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya alih
fungsi lahan di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal.

3. Faktor Sosio-Ekonomi: Tekanan Investasi dan Urbanisasi

Faktor sosio-ekonomi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap meningkatnya alih
fungsi lahan pertanian di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Pertumbuhan ekonomi daerah
serta perkembangan kawasan industri menyebabkan kebutuhan terhadap lahan terus mengalami
peningkatan. Kawasan peri-urban menjadi sasaran utama pembangunan karena memiliki lokasi
yang strategis, aksesibilitas yang baik, serta didukung oleh perkembangan infrastruktur yang
semakin pesat. Kondisi tersebut mengakibatkan lahan pertanian menjadi semakin rentan
dialihkan fungsinya menjadi kawasan industri, permukiman, maupun perdagangan guna
memenuhi kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, tekanan
terhadap keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan peri-urban
semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Urbanisasi yang terus meningkat turut mendorong bertambahnya kebutuhan lahan untuk
pembangunan perumahan, infrastruktur, dan kawasan komersial. Kawasan peri-urban menjadi
wilayah yang paling rentan mengalami konversi lahan karena memiliki lokasi yang strategis serta
tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat kegiatan ekonomi dan perkotaan. Kondisi
tersebut menyebabkan tekanan pembangunan di kawasan peri-urban semakin meningkat,
sehingga keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) semakin terdesak oleh
kepentingan pembangunan industri, permukiman, maupun kegiatan komersial lainnya.

Tekanan investasi juga sering kali mendorong pemerintah daerah untuk lebih berorientasi
pada peningkatan pendapatan daerah melalui pembangunan industri, perdagangan, dan
infrastruktur dibandingkan upaya perlindungan lahan pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan
kebijakan pembangunan daerah cenderung memberikan prioritas pada kepentingan ekonomi
jangka pendek, sementara aspek perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
kurang memperoleh perhatian yang optimal. Kebijakan agraria dan pemanfaatan tanah harus
memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara
pembangunan dan perlindungan ruang hidup masyarakat (Achya et al., 2024). Dengan demikian,
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pengendalian alih fungsi lahan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
pada perlindungan LP2B sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

Model Penguatan Instrumen Pengendalian Tata Ruang

Kawasan peri-urban Kabupaten Kendal memiliki karakteristik sebagai wilayah transisi yang
mengalami tekanan pembangunan sangat tinggi akibat perkembangan industri, ekspansi
permukiman, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya aktivitas ekonomi (Hidayah et al.,
2023). Kondisi tersebut menyebabkan lahan pertanian produktif menjadi objek konversi “empuk”
yang terus mengalami degradasi. Sebagaimana pada uraian-uraian pada sub-bab sebelumnya bahwa
terdapat faktor-faktor serta temuan inefektivitas pada instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam menekan alih fungsi LP2B di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal, maka dalam tulisan ini
Penulis mencoba menawarkan perspektif model penguatan instrumen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal.

Model penguatan instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam menekan alih fungsi
LP2B di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal utamanya perlu dibangun melalui pendekatan yang
komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut tidak cukup hanya dilakukan
melalui penekanan pada regulasinya saja, melainkan harus menyentuh pada aspek kelembagaan,
pengawasan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, serta perlindungan ekonomi terhadap
petani sebagai pemilik lahan.

Di tingkat preventif, perlu adanya penguatan regulasi serta harmonisasi kebijakan tata ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang tidak akan berjalan efektif apabila terdapat ketidaksinkronan
antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan investasi dan pembangunan daerah. Dalam
praktiknya, pemerintah daerah menghadapi dilema antara mempertahankan LP2B dan mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi (Nasir, 2024; Stefanny et al., 2026). Akibat
ketegangan tersebut, kebijakan perlindungan lahan pertanian seringkali mendapati posisi yang lebih
lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi.

Oleh karena itu, idealnya, penguatan regulasi harus dilakukan dengan memastikan bahwa
kawasan LP2B memiliki kepastian hukum yang kuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penetapan zonasi LP2B harus bersifat detail, jelas
dan tidak mudah dirombak hanya karena kepentingan pembangunan jangka pendek. Selain itu,
diperlukan pula harmonisasi antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan lintas sektor agar tidak
terjadi tumpang tindih kepentingan. Tak kalah pentingnya bahwa penguatan regulasi juga harus
diikuti dengan penyusunan aturan teknis yang lebih spesifik, seperti mekanisme perubahan fungsi
lahan, syarat pemberian izin, prosedur pengawasan, hingga penerapan sanksi. Sebab, regulasi yang
mengandung klausul terlalu umum, dapat menimbulkan celah interpretasi sehingga mempermudah
terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya, perlunya reformasi sistem perizinan berbasis perlindungan ruang. Perizinan
merupakan instrumen preventif yang memiliki posisi strategis dalam mengendalikan pemanfaatan
ruang. Namun, sistem perizinan yang tidak terintegrasi dengan perlindungan LP2B justru menjadi
pintu masuk terjadinya alih fungsi lahan (Ramadhan & Murti, 2024). Oleh karena itu, pemerintah
daerah perlu membangun sistem perizinan digital yang terintegrasi dengan data spasial dan peta
LP2B sehingga setiap permohonan izin pemanfaatan ruang harus diverifikasi berdasarkan
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kesesuaian tata ruang dan status lahan pertanian yang dilindungi. Penggunaan seperti teknologi
berbasis Geographic Information System (GIS) menjadi penting dalam mendukung reformasi
perizinan. Sebab, sistem digital memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan dan pengawasan
penggunaan lahan secara lebih cepat, akurat, dan transparan (‘Ain et al., 2025). Selain itu,
keterbukaan informasi perizinan juga dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap kebijakan
pemerintah daerah. Dengan penerapan sistem tersebut, potensi pelanggaran tata ruang dapat
diminimalisasi sejak tahap awal.

Beralih ke tingkat kuratif yang lebih krusial, bahwa penguatan pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan. Pengawasan menjadi titik lemah dalam banyak kasus alih
fungsi lahan di kawasan peri-urban (Nasir, 2024). Meskipun aturan telah tersedia, lemahnya
pengawasan menyebabkan pelanggaran tata ruang tetap berlangsung tanpa pengendalian yang
efektif. Penguatan pengawasan ini dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pengawasan
antarinstansi yang lebih terpadu. Pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat hanya dibebankan
kepada satu lembaga, sebab persoalan tata ruang berkaitan dengan banyak sektor, seperti pertanian,
lingkungan hidup, perizinan, hingga pemerintahan desa. Dalam model ini, pemerintah daerah perlu
memanfaatkan teknologi pengawasan modern seperti citra satelit, drone, dan sistem informasi
geografis untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan secara berkala. Pengawasan berbasis
teknologi memiliki keunggulan dalam kecepatan identifikasi pelanggaran serta kemampuan
memantau wilayah yang luas (Ramadhani et al., 2025).

Penguatan di tingkat represif, seperti dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang juga penting. Selama ini, pelanggaran tata ruang sering kali tidak diikuti dengan
tindakan hukum yang tegas sehingga kurang menimbulkan efek jera (Sutaryono et al., 2021). Maka,
penguatan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten melalui penerapan sanksi
administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
daerah harus memiliki keberanian politik, bertindak sebagai aktor untuk menindak pelanggaran tata
ruang meskipun melibatkan kepentingan ekonomi besar. Penegakan hukum juga harus didukung
dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan praktik penyalahgunaan
kewenangan. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap aparat pemberi izin juga penting dilakukan
guna mencegah praktik korupsi maupun kompromi terhadap pelanggaran tata ruang.

Kerangka penguatan selanjutnya adalah instrumen insentif dan disinsentif. Pengendalian
pemanfaatan ruang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui sanksi, tetapi juga
memerlukan pendekatan ekonomi yang mampu mendorong masyarakat mempertahankan fungsi
lahan pertanian. Pendekatan semacam ini sebenarnya memicu kesimbangan sistem. Di mana
masyarakat yang mempertahankan lahannya bukan hanya bertindak sebagai objek (yang dikenai),
namun juga subjek (atas peran aktifnya dalam mempertahankan lahan miliknya). Dalam skenario
pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada petani dan pemilik lahan yang
mempertahankan LP2B. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan,
bantuan sarana produksi pertanian, subsidi pupuk, akses pembiayaan, maupun jaminan harga hasil
pertanian. Dengan adanya dukungan ekonomi, petani memiliki alasan yang lebih kuat untuk
mempertahankan lahan pertanian dibanding menjualnya untuk dikonversi menjadi lahan non-
pertanian.
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Sebaliknya, selain sisi insentif di atas tersebut, disinsentif juga perlu diterapkan terhadap
pihak yang melakukan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang. Disinsentif dapat berupa pajak
tinggi, pembatasan fasilitas pembangunan, pencabutan izin, hingga kewajiban pemulihan fungsi
ruang. Pendekatan ini bertujuan menciptakan tekanan ekonomi terhadap pelanggaran tata ruang.
Ketika praktik di lapangan menerapkan keseimbangan antara instrumen insentif dan disinsentif,
maka bukan hal yang mustahil jika angka kurva laju alih fungsi lahan terhadap kawasan LP2B di
Kabupaten Kendal bisa menurun.

Di tingkat akar rumput, sektor ini yang seringkali luput hanya sebagai formalitas belaka,
yakni partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan pemerintah
memiliki keterbatasan sehingga keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang tidak hanya penting,
tetapi juga wajib dalam menjaga keberlanjutan LP2B. Masyarakat lokal, khususnya petani, perlu
dilibatkan sejak tahap perencanaan tata ruang hingga pengawasan implementasi di lapangan.
Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum konsultasi publik, kelompok pengawas tata
ruang, maupun pelibatan organisasi masyarakat sipil. Jika merujuk pada konsep partisipasi
bermakna (meaningful participation) menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka
konsep ini dapat diadopsi dalam esensi partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang. Partisipasi bermakna menuntut adanya hak masyarakat untuk didengar (right to be heard),
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan mendapatkan penjelasan atas pendapat
yang diberikan (right to be explained).6 Ketiga hak tersebut harus terwujud sejak rentang proses
perencanaan hingga pengawasan tata ruang. Selain itu, Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan
edukasi mengenai pentingnya LP2B bagi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
Kesadaran masyarakat yang tinggi akan menciptakan kontrol sosial terhadap praktik alih fungsi
lahan yang tidak sesuai tata ruang. Adanya partisipasi bermakna oleh masyarakat serta penguatan
kapasitas masyarakat inilah yang kemudian membuat masyarakat berada pada posisi tidak hanya
menjadi objek kebijakan, tetapi juga mampu menjadi subjek pengawasan pemanfaatan ruang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Pengaturan tersebut mencakup instrumen zonasi, perizinan pemanfaatan ruang,
pengawasan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran
tata ruang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat disharmoni regulasi antara
kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan investasi
daerah, sehingga menyebabkan perlindungan LP2B belum memiliki kekuatan pengendalian
yang optimal, khususnya di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal.

2. Implementasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi lahan
pertanian di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal belum berjalan secara efektif. Hal tersebut
terlihat dari masih tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri,
permukiman, perdagangan, dan infrastruktur. Instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi,
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mekanisme KKPR, pengawasan, serta penegakan sanksi belum mampu mengendalikan tekanan
pembangunan yang terus meningkat. Ketiadaan RDTR yang detail, lemahnya integrasi sistem
digital tata ruang, serta rendahnya konsistensi penegakan hukum menyebabkan pengendalian
pemanfaatan ruang lebih bersifat administratif formal daripada substantif. Akibatnya,
perlindungan LP2B di kawasan peri-urban belum dapat terlaksana secara maksimal.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif
dalam menekan alih fungsi lahan pertanian di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal meliputi
faktor yuridis, kelembagaan, dan sosio-ekonomi. Faktor yuridis ditunjukkan melalui disharmoni
regulasi dan tumpang tindih kebijakan antar sektor. Faktor kelembagaan terlihat dari lemahnya
koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas pengawasan, serta belum terintegrasinya sistem
informasi pertanahan dan tata ruang. Sementara itu, faktor sosio-ekonomi dipengaruhi oleh
tingginya tekanan investasi, urbanisasi, meningkatnya kebutuhan lahan non-pertanian, serta
rendahnya nilai ekonomi sektor pertanian yang mendorong petani untuk menjual lahannya.
Selain itu, lemahnya penerapan sanksi dan belum optimalnya pemberian insentif kepada petani
turut mempercepat terjadinya alih fungsi lahan pertanian di kawasan peri-urban Kabupaten
Kendal.

SARAN

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal perlu melakukan harmonisasi kebijakan antara sektor
penataan ruang, pertanian, investasi, dan pembangunan daerah agar perlindungan LP2B
memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan tidak mudah dikalahkan oleh kepentingan
pembangunan jangka pendek.

2. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyusunan dan implementasi Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem digital perizinan dan data spasial LP2B guna
memperkuat pengawasan serta mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

3. Penguatan pengawasan pemanfaatan ruang perlu dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan
pemanfaatan teknologi seperti Geographic Information System (GIS), citra satelit, dan sistem
pengawasan digital agar perubahan penggunaan lahan dapat terdeteksi secara cepat dan akurat.

4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara konsisten melalui
penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana guna menciptakan efek jera terhadap
pelaku alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan.

5. Pemerintah perlu memperkuat instrumen insentif bagi petani dan pemilik lahan LP2B, seperti
pengurangan pajak, bantuan sarana produksi pertanian, subsidi, dan jaminan keberlanjutan usaha
tani agar masyarakat memiliki dorongan ekonomi untuk mempertahankan lahan pertanian.

6. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan melalui
pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi tata
ruang sehingga perlindungan LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga
menjadi bagian dari pengawasan sosial masyarakat.
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